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Perwakilan BAPPEDA Kalimantan Utara 

 

1. Seperti apa regulasi dalam penanggulangan kemiskinan? 

Kalau aturan terkait itu kita ada banyak sebebarnya ini saya sebutkan 

yah satu-satu aturannya, pertama Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Penanggulangan Fakir Miskin, Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi 

Penanggulangan Lemisinan Provinsi dan TIM Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah  Kabupaten/Kota. Ada juga kalau 

daerah itu Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K93/2022 tentang TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sama 

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K.96/2022 tentang Sekretariat TIM Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah  Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Itu semua yang 

menjadi landasan kami dalam penanggulangan kemiskinan di kaltara 

ini utamanya oleh kolaborasi TKPKD jadi kita berjalan sesuai peraturan 

yang ada menjadi dasar kami. 
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2. Bagaimana bentuk pelaksanaan tugas yang dilaksanakan? 

Di masing-masing instansi pelaksana tugas. kalau aturan terkait, 

Pembentukan TKPKD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K93/2022 fungsinya itu 

sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan stakeholder. TKPKD kami 

itu dibantu sama sekretariat TKPKD. Pembentukan sekretariat TKPKD 

juga didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 188.44/K.96/2022. Selanjutnya melalui Peraturan Gubernur 

Nomor 3 Tahun 2022, jadi itu prosesnya dimulai dengan Gubernur 

Kalimantan Utara mengeluarkan Peraturan tentang Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun 

oleh TIM TKPKD 

 

3. Siapa saja stakeholder yang tergabung dalam kolaborasi 

penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara? 

Disini yang termasuk stakeholders kita yaitu Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, Dinas Pendidikan dan Budaya, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas 

Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdangangan dan Koprasi, Dinas 

Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan Perikanan, DP3AP2KB, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kanwil Kemenag, 

Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Pekerjaan Umum. Tapi itu lagi 

memang kami sadar masih banyak yang perlu di perbaiki terutama 

dalam hal program-program kolaborasi secara langsung itu belum ada 

jadi kami disini dinas-dinas masih kerja masing-masing dalam 

melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, tapi kami di 

bappeda itu tetap tau apa-apa saja program instansi-instansi yang di 

buat meski tidak terlibat langsung.  
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Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan apa 

saja masalah dan kendala yang dihadapi hingga saat ini? 

Kalau kendala biasanya lebih ke database. Misalnya nih kami butuh 

data tentang kepala keluarga perempuan yang miskin, nah untuk 

koneksi mencari data itu yang masih harus bersurat ke OPD terkait. 

Misalnya dengan dinsos untuk mencari data keluarga yang miskin terus 

kita filter lagi menjadi kepala keluarga perempuan. Jadi kendala 

utamanya yaitu data yang update harus bersurat ke dinsos dan dinsos 

bersurat ke kabupaten kota jadi panjang urusannya dan anggaran kami 

juga terbatas jadi pemberian bantuannya harus bergantian 

 

2. Bagaimana bentuk program dalam penanggulangan kemiskinan? 

Kalau untuk penanggulangan kemiskinan itu program yang kami 

laksanakan itu masih bersifat mandiri dari dinas perenpuan saja, tidak 

ada kolaborasi resmi yang terjalin, walaupun sebenarnya kami sudah 

tau tentang program yang di buat provinsi terkait TIM Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah, tapi kami masih jalan sendiri. 

Mungkin itu kalau kerjasama kami ada di pencarian data kepala 

keluarga perempuan miskin. Biasanya kami akan minta ke dinsos 

karena datanya mereka itu uptodate tiap bulannya di update. Tapi yah 

gitu persuratannya lagi yang ribet” 

 

3. Bagaimana bentuk dorongan yang dorongan dalam 

penanggulangan kemiskinan? 

Kebetulan itu masuk di kelompok program bantuan sosial terpadu 

berbasis rumah tangga, jadi program yang ada di dinas pemberdayaan 

perempuan itu ada satu program yaitu bimbingan manajemen usaha 

bagi kepala keluarga perempuan miskin, kepala keluarga perempuan 
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disabilitas ataupun kelompok rentan seperti pelaku usaha mikro yang 

miskin dan sebagainya. 

 

4. Bagaimana dampak yang terjadi dari program dalam 

penanggulangan kemiskinan? 

Yang pertama otomatis dari sisi kelompok perempuan adalah 

peningkatan ekonomi, nilai tambah dari hasil produk yang akan mereka 

jual. Misalnya bahan mentah kita bantu dengan menejemen usaha dari 

sisi packagingnya terus dari marketingnya, menggunakan marketing 

ataupun dengan metode penjualan lainnya dan di olah menjadi hasil 

olahan yang lebih ekonomis sehingga meningkatkan daya tambah dan 

penghasilan, terutama bagi kaum-kaum perempuan miskin tadi. 

 

5. Seperti apa bentuk output yang dihasilkan? 

kita bantu dengan menejemen usaha dari sisi packagingnya terus dari 

marketingnya, menggunakan marketing ataupun dengan metode 

penjualan lainnya dan di olah menjadi hasil olahan yang lebih 

ekonomis. Melalui pelatihan dan bantuan yang kami berikan ini dapat 

mendorong peningkatan terhadap ekonomo masyarakat khsusunya 

perempuan.  
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Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Apakah selama lima tahun penerapan ada kendala atau hambatan 

yang menghalangi kegiatan ini terlaksana? 

Kendala itu pasti ada tentunya dengan keterbatasan anggaran daerah, 

kita juga harus berbagi dengan program-program yang lain, tetapi tetap 

kita prioritaskan karena ini untuk kebutuhan masyarakat jadi, selalu kita 

alokasikan setiap tahunnya utuk biaya-biaya tersebut 

 

2. Bagaimana Proses kolaborasi yang dilakukan dalam 

penanggulangan kemiskinan? 

Jadi TKPKD ini dibentuk berdasarkan arahan dari aturan yang lebih 

tinggi untuk membuat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

nasional dan di setiap daerah yang kemudian dalam SK gubernur 

dibuatlah TKPKD di Provinsi Kalimantan Utara” dan pelaksanaan kita 

mengacu pada SK tersebut dan mengacu pada Permendagri yang 

menjelaskan TKPK itu. 

 

3. Siapa saja yang terlibat di dalam TKPKD? 

TKPKD itu terdapat dua kelompok pengelola program didalamya, ada 

dinas-dinas lain kemudian ada juga dari non pemerintahan, PKK, CSR, 

perusahaan, dan ini juga ada, Baznas. Kalau yang ketua sendiri adalah 

Wakil Gubernur. Jadi beragam lah anggota dalam TKPKD ini 

 

4. Terkait program pemberantasan kemiskinan, bagaimana dengan 

dinas kesehatan ini program-programnya seperti apa? 

Secara umum dinas kesehatan terkait program penanggulangan 

kemiskinan sebenarnya ada cukup banyak program. Tapi ada dua 

program besar yang langsung berkaitan dengan masyarakat, yang 

nanti outcomenya itu sebenarnya terkait langsung dengan 

penanggulangan kemiskinan di masyarakat.Jadi memang dari Dinas 
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Kesehatan sendiri sudah memiliki program, utamanya bagi masyarakat 

yang terdampak sosial. Terkhusus bagi mereka yang mau berobat 

maupun kerumah sakit.Kami dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 

program khusus dan juga sumber daya yang memadai dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. 

 

5. Dampak terhadap kemiskinan seperti apa? 

Dampak program yang kami berikan kepada masyarakat yaitu Jika 

masyarakat yang mendatangi langsung ke pusat layanan Kesehatan 

yang berada jauh dari tempat tinggal mereka, itu akan mengeluarkan 

biaya yang sangat besar di tambah lagi biaya pengobatan yang cukup 

besar. Tetapi dengan kita yang mendatangi langsung masyarakat, 

sehingga ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi 

pengeluaran mereka. Contoh di tahun 2023 kemarin kami dapat 

melayani lebih dari 1.000 pasien di Kalimantan Utara. Ini kalau di hitung 

pembiayaan, sebenarnya ini bisa menghemat pembiayaan masyarakat 

sampai 2 miliar. Dibandingan mereka harus mengeluarkan transportasi 

dan lainnya. Karena itu kami menyimpulkan program ini dapat 

membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Utara. 

Yang kedua, program jaminan Kesehatan nasional (JKN). Inikan 

sebenanrnya program nasional, tetapi untuk Kalimantan Utara ini atas 

kebijakan pemerintah kita memberikan kontribusi untuk membayarkan 

sebagian iuran kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan 

kabupaten/kota setempat. Dengan adanya pembayaran iuran ini 

sehingga masyarakat tidak begitu terbebani. Sehingga masyarakat bisa 

berobat secara gratis di layanan Kesehatan manapun. Dengan 

pembayaran retribusi yang telah di bayarkan oleh pemerintah. Jadi 

kami menyimpulkan bahwa program ini juga dapat membantu dalam 

pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara. 

 

6. Apakah ada penilaian Kinerja yang dilakukan? 
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Untuk penilaian kinerja pada Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) setau saya tidak ada. Tetapi untuk 

laporannya itu dibuat setiap tahun. 

 

7. Bagaimana Output yang di Hasilkan? 

Kegiatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal perbatasan dan 

kepulauan atau sekarang nama programnya Program Layanan Dokter 

Terbang Kalimantan Utara (PRO LANTERA KU), Program Layanan 

Dokter Terbang Kalimantan Utara ini juga sudah mendapatkan 

penghargaan inovasi top 5 di tingkat nasional, dan ini merupakan 

program yang sangat menyentuh masyarakat. Karena kita membawa 

tim kesehatan langsung ke daerah-daerah pedalaman, daerah 

tertinggal, daerah perbatasan dimana disitu kita memberikan pelayanan 

kesehatan. Disitu ada dokter spesialis dengan peralatan-peralatan 

yang dibawa mereka. dampaknya terhadap kemiskinan seperti apa? 

Karena kalau masyarakat yang langsung mendatangi pusat kesehatan 

yang mungkin berada jauh dari tempat tinggal mereka tentunya akan 

mengeluarkan biaya besar ditambah lagi dengan biaya pengobatan 

yang cukup besar yang dikeluarkan masyarakat. Tetapi dengan kita 

mendatangi langsung masyarakat sehingga ini bisa membantu 

masyarakat untuk mengurangi pengeluaran mereka  
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Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan apa 

saja masalah dan kendala yang dihadapi hingga saat ini? 

Sesuai data yang sudah kita sampaikan ke bappeda itu ada tiga 

program yang kita lakukan yang satu program perikanan tangkap yang 

kedua program perikanan budidaya dan yang ketiga program 

pengelolaan ruang laut. Terkait dengan peningkatan pendapatan 

masyarakat kita ada melalui tadi program perikanan budidaya dan 

tangkap yang kita lakukan di 2024 itu adalah memberikan bantuan 

sarana maupun prasarana terhadap masyarakat terkait meningkatkan 

produksi kita, dengan sendirinya kalau kita sudah meningkatkan 

produksi di masyarakat maka dengan sendirinya pendapatan 

masyarakat akan meningkat dalam pendataan dan realisasinya ini kami 

laksanakan bersama bidang-bidang terkait yang ada di dinas kelautan 

dan perikanan. Nah tapi kalau bicara soal kerja sama antar lembaga 

atau kolaborasi penanggulangan begitu juga kami belum ada tpi 

memang sih menurut saya itu perlu kedepannya. 
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Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Sepengetahuan bapak/ibu apa saja program-program 

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara? 

 Jadi kan pastinya penanggulangan kemiskinan ini tidak lain dan tidak 

bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang masih kategori 

miskin jadi tidak miskin, atau setidaknya mampu lah mencukupi 

kehidupannya sehari-hari, kita di provinsi ini berupaya agar warga yang 

miskin jumlahnya bisa berkurang. Kami juga menindaklanjuti arahan 

dari pemerintah pusat untuk membuat TKPK jadi disini pun ada yang 

namanya TKPKD dan didalamnya itu banyak dari dinas lain mungkin 

hampir semua, perusahaan swasta juga ikut kemudian Baznas. 

 

2. Siapa saja pemangku kepentingan  yang diberi mandat dan 

tergabung dalam TKPKD dalam kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara? 

Jadi ini OPD induknya, lebih ke Bappeda Provinsi, bisa dikatakan 

leading sectornya disitu karena kan semua terkait rencana 

pembangunan bidangnya Bappeda. Bappeda itu sebagai sekretaris 

sering mengundang. Disitulah kita, kadang sering juga diminta 

masukan terkait dengan indikator-indikator makro terutama dengan 

kemiskinan, kemudian tentang ketimpangan, kemudian kita jelaskan 

sesuai dengan metode yang memang dilaksanakan. 

 

3. Bagaimana proses kesepakatan dirancang oleh para pemangku 

kepentingan yang tergabung dalam TKPKD Provinsi Kalimantan 

Utara dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan 

Utara? 

Kalau strategi itu ada 4 yang pernah disebutkan, nanti bisa dicari dalam 

dokumen RKPD itu juga ada dimana itu memang Menteri Dalam Negeri 

menentukan strategi itu.  
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4. Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

TKPKD dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

Kalau yang sifatnya umum sih kita itu dekat, jalin hubungan itu sudah 

cukup baik terutama terkait pembahasan yang indikator makro ya, 

indikator makro itu intens sebetulnya. Tetapi kalau mencakup ke 

program, kalau saya tidak terlalu terlibat mungkin Pak Fassran yang 

selalu.Kalau program memang kita enggak ya, tetapi ketika misalnya 

ada musrembang atau pra musrembang, biasa kita juga diajak untuk 

lakukan evaluasi terkait dengan indikator makro oleh BPS kemudian 

juga di musrembang kita diikutsertakan juga. Jadi kita paparkan terkait 

dengan capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh pemprov. 

Cuman secara program apa, terus tujuannya kemana, itu yang kita 

memang belum diikutsertakan. Mungkin itu sifatnya teknis kali ya, 

sehingga dengan peran BPS sebagai penyedia data, kita sudah penuhi 

kemudian untuk yang detailnya mungkin kita memang juga kita bukan 

disitu kompetensinya. 

 

5. Sebagai organisasi lintas sektoral, bagaimana TKPKD mampu 

mengorganisir kepentingan-kepentingan lintas OPD dan lembaga 

non pemerintah yang terlibat dalam TKPKD? 

Kami itu bersama-sama. Bappeda itu sebagai sekretaris sering 

mengundang. Disitulah kita, kadang sering juga diminta masukan 

terkait dengan indikator-indikator makro terutama dengan kemiskinan, 

kemudian tentang ketimpangan, kemudian kita jelaskan sesuai dengan 

metode yang memang dilaksanakan. Disitulah terjadi diskusi, kemudian 

memang terjadi fokus terkait dengan misalnya kemiskinan, kemiskinan 

itu kan terkait dengan pendidikan juga, jadi di kabupaten mana sih 

misalnya yang lebih banyak, karena biasanya juga secara umum yang 

miskin itu terkait dengan pendidikan masih ada yang buta huruf, 

pendidikannya masih rendah. Kemudian juga terkait dengan 
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kesehatan, kesehatan ini biasa juga punya datanya, terkait kabupaten 

mana, ini data makro ya terkait dengan susenas tadi, bagaimana di satu 

kabupaten itu misalnya data kesakitan, nah itu juga kita berikan 

informasi, kemudian juga rumah tidak layak huni, itu di BPS juga ada, 

kita berikan, kita support, karena memang sudah tugasnya BPS. Dan 

disitulah nanti masing-masing OPD yang berkompeten misalnya dari 

PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, bersama-sama di satu wadah, 

di tim itu untuk membuat satu program dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. Jadi kerjasama sudah cukup baik, cuma memang perlu 

ditingkatkan terutama di Kaltara ini kan terkait akses yang agak susah. 

Nah itulah menjadi tantangan dalam pemprov dalam berkolaborasi 

supaya kegiatan itu bisa ke daerah-daerah sulit. Karena biasanya 

kemiskinan itu biasanya di petani ya, sektor pertanian. Petani itu bukan 

hanya padi ladang padi sawah, juga termasuk dengan nelayan, segala 

macam. Nah Dinas Perikanan juga harus masuk, bagaimana 

meningkatkan produktivitas nelayan kita. Kan kemarin banyak itu, ada 

bantuan perahu, alat tangkap, bibit, dsb. itu merupakan juga 

pengentasan kemiskinan. Sakira perlu ditingkatkan lagi terutama di 

daerah sulit tetapi bagaimana pun jalan akses harus bagus, sehingga 

distribusi pengentasan kemiskinan itu lebih lancar. Idealnya memang 

kita harus manfaatin satu data itu, idealnya. Kalau yang sekarang kan 

problem tentang data ya, itu masing-masing kementerian punya data 

tersendiri, itu problemnya. Nah, sebetulnya resosek itu menjembatani 

problem tadi, cuman ego sektoralnya kan masih ada, saya nggak 

percaya data kamu, saya pakai data ini. Itu sering kita dengar itu, sering 

kita lihat. Kan sekarang data yang eksis itu dari six ng, yang digunakan 

oleh kemensos. Tetapi, kalau teman-teman kegiatannya itu stunting, 

data yang dipakai itu pasti PPMKKKE, itu data dari PMK, dia tidak mau 

pakai data six ng. Nah karena suka kayak begitu, sebenarnya 

Bappenas membuat terobosan resosek tadi. Tapi, resosek ini sudah kita 

kumpulkan datanya tahun 2022, begitu, divalidasi di tahun 2023 awal. 
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Nah ini kan sudah setahun lebih, nah kalau mau digunakan harusnya 

diupdate lagi. Kalau semua rujukannya ke data ini, itu lebih simpel dan 

lebih terukur, misal, satu rumah tangga itu sudah terintervensi oleh 

program apa, itu bisa kelihatan, karena kan itu satu datanya, beda kalau 

masing-masing. Kalau masing-masing bisa dobel-dobel, ketika dobel-

dobel, anggarannya sedikit, jadi nggak efisien. TKPKD ini juga, ini kan 

sudah penggunaan data resosek, salah satunya kaltara sudah diberi 

akses ke pemprov untuk mengakses data resosek yang kemarin. Nah 

harapan kita itu, TKPKD itu juga melakukan monitoring terhadap update 

data sosek, karena itu datanya by name by address. Jadi nanti tinggal 

siapa sih yang paling miskin, dia ada dimana, tinggal dimana, untuk 

rumah tangga apa yang kurang, itu lengkap datanya itu. Cuman 

memang harus di uapdate dari tahun ke tahun. Beda misalnya ketika 

tahun kemarin dia didata misalnya masih mampu karena mungkin ada 

musibah bisa jadi dia tahun ini jadi miskin. Tetapi ketika misalnya tidak 

di update, ketika ada bantuan, bersuara dia yang ini, tetangga saya 

tidak mampu dapat, saya juga tidak mampu kok tidak dapat bantuan, 

kan begitu. Supaya hal-hal itu tidak muncul lagi ya dilakukan update 

dan dilakukan oleh tim itu, jadi di monitoring 

 

6. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan dalam 

penanggulangan kemiskinan? 

Kami ada dokumen RKPD, Renja juga ada semua tercantum disitu 

terkait rencana-rencana penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 

7. Jelaskan bagaimana bentuk evaluasi dan monitoring dari seluruh 

program penanggulangan kemiskinan di tingkat TKPKD? 

Kalau monitoring sendiri kami dari masing-masing OPD saja ya, 

masing-masing dinas saja, kalau TKPKD itu kita biasanya sharing data 

kemudian koordinasi dari sektor mana apa yang mau dilakukan, 
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sasarannya siapa, biar nda dobel. Tapi, terkait data resosek ini sudah 

kita kumpulkan datanya tahun 2022, begitu, divalidasi di tahun 2023 

awal. Nah ini kan sudah setahun lebih, nah kalau mau digunakan 

harusnya diupdate lagi. Kalau semua rujukannya ke data ini, itu lebih 

simpel dan lebih terukur, misal, satu rumah tangga itu sudah 

terintervensi oleh program apa, itu bisa kelihatan, karena kan itu satu 

datanya, beda kalau masing-masing. Kalau masing-masing bisa dobel-

dobel, ketika dobel-dobel, anggarannya sedikit, jadi nggak efisien. 

 

8. Jelaskan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam 

proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 

masing-masing pada setiap program? 

Bappeda itu sebagai sekretaris sering mengundang. Disitulah kita, 

kadang sering juga diminta masukan terkait dengan indikator-indikator 

makro terutama dengan kemiskinan, kemudian tentang ketimpangan, 

kemudian kita jelaskan sesuai dengan metode yang memang 

dilaksanakan. Disitulah terjadi diskusi, kemudian memang terjadi fokus 

terkait dengan misalnya kemiskinan, kemiskinan itu kan terkait dengan 

pendidikan juga, jadi di kabupaten mana misalnya yang lebih banyak, 

karena biasanya juga secara umum yang miskin itu terkait dengan 

pendidikan masih ada yang buta huruf, pendidikannya masih rendah. 

Kemudian juga terkait dengan kesehatan, kesehatan ini biasa juga 

punya datanya, terkait kabupaten mana, ini data makro ya terkait 

dengan susenas tadi, bagaimana di satu kabupaten itu misalnya data 

kesakitan, nah itu juga kita berikan informasi, kemudian juga rumah 

tidak layak huni, itu di BPS juga ada, kita berikan, kita support, karena 

memang sudah tugasnya BPS. Dan disitulah nanti masing-masing OPD 

yang berkompeten misalnya dari PU, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan, bersama-sama di satu wadah, di tim itu untuk membuat 

satu program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Jadi kerjasama 

sudah cukup baik, cuma memang perlu ditingkatkan terutama di Kaltara 
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ini kan terkait akses yang agak susah. Nah itulah menjadi tantangan 

dalam pemprov dalam berkolaborasi supaya kegiatan itu bisa ke 

daerah-daerah sulit. Karena biasanya kemiskinan itu biasanya di petani 

ya, sektor pertanian. Petani itu bukan hanya padi ladang padi sawah, 

juga termasuk dengan nelayan, segala macam. Nah Dinas Perikanan 

juga harus masuk, bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan kita. 

Kan kemarin banyak itu, ada bantuan perahu, alat tangkap, bibit, dsb. 

itu merupakan juga pengentasan kemiskinan. Sakira perlu ditingkatkan 

lagi terutama di daerah sulit tetapi bagaimana pun jalan akses harus 

bagus, sehingga distribusi pengentasan kemiskinan itu lebih lancar.  
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Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara 

 

1. Jelaskan bagaimana proses perencanaan berbagai 

program/rencana aksi penanggulangan kemiskinan  ? 

TKPKD ada dibuat sesuai SK gubernur dimana ketuanya itu Wakil 

Gubernur untuk penanggulangan kemiskinan dan pastinya kami setiap 

dinas bahkan hampir semua dinas punya program masing-masing ya 

yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan 

kemiskinan ini, kalau kami itu di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan ada beberapa programnya seperti bantuan bibit, bantuan alat 

pertanian, sosialisasi edukasi, dan itu hampir setiap tahun ada, 

anggarannya juga ada, dan saya rasa dinas lain juga begitu 

 

2. Sebagai organisasi lintas sektoral, bagaimana TKPKD mampu 

mengorganisir kepentingan-kepentingan lintas OPD dan lembaga 

non pemerintah yang terlibat dalam TKPKD? 

Jadi kami Dinas PKP itu bahkan semua ya, sudah pasti melaksanakan 

program penanggulangan kemiskinan ini pastinya serius, ini juga untuk 

provinsi kita bagaimana menurunkan angka penduduk miskin di 

provinsi Kalimantan utara ini, ya sejauh ini alhamdulillah sudah 

berdampak ya bagi masyarakat. Kalau dari kegiatan bantuan pangan 

langsung, ini kan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan 

pangannya. Jadi dia tidak perlu lagi beli beras. Kalau kemandirian 

pangan kita harapkan itu mereka bisa mendapatkan pendapatan dari 

komoditi yang dikembangkan yang dibantu oleh pemerintah seperti 

jagung itu tadi. Kalau syur-sayuran, kita harapkan mereka dapat 

pendapatan disitu, mulai menanam sayur-sayuran dan menjual, 

kemudian dia tukarkan untuk kebutuhan pangan lainnya. Karena dia 

tidak bisa produksi beras, dia produksi sayur, dia jual sayurnya dan dia 

belikan beras, dia belikan ayam, dia belikan ikan, itu untuk 
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substitusinya. Untuk substitusi pangannya kita lihat potensinya, ada 

ternyata dia bisa kembangkan palawija atau sayur-sayuran, kita kasih 

bantuan sayur-sayuran. Inovasinya bagus, artinya kalau dia tidak bisa 

menghasilkan padi, tetapi bagaimana pendapatan tetap untuk beli padi, 

berarti kan kita tanam sayur-sayuran. Sayurnya ditanam banyak 

kemudian dijual, selain untuk dikonsumsi, hasilnya dia jual untuk 

belikan beras.  
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Staff Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Bagaimanana bentuk perencanaan terkait program 

penanggulangan kemiskinan? 

Penanggulangan kemiskinan itu ada TKPKD kan yang dibuat kemudian 

setiap OPD, masing-masing juga punya program yang mengarah 

kesitu, jadi kalau perencanaan rasanya sudah teratur dan terstruktur. 

 

2. Bagaimana bentuk dorongan dalam pelaksanaan program? 

Dalam pelaksanaan program yang ada pada bidang kami, tentunya 

kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan juga BAZNAS. 

Karena memang kami ada kerjasama dengan BAZNAS terkait dengan 

penyediaan keuangan untuk bantuan. Kalau dengan Dinas Sosial kami 

tentu berkoordinasi terkait dengan bantuan yang akan di berikan 

kepada masyarakat yang terdampak bencana. 

 

3. Bagaimana bentuk program dalam penanggulangan kemiskinan? 

Di bidang kami Biro Kesejahteraan Rakyat, kami memiliki beberapa 

program salah satunya yaitu bantuan beasiswa dari jenjang pendidikan 

SD, SMP, SMA sampai program S1, S2, S3. Selain itu, program lain 

dari kami yaitu bantuan kepada korban bencana misalnya kebakaran. 

Dari Biro Kesejahteraan Rakyat juga senantiasa berkoordinasi dengan 

Dinas Sosial dan BAZNAS terkait dengan bantuan yang hendak di 

berikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan  bagi masyarakat 

yang terdampak. 

 

4. Bagaimana dampak dari pelaksanaan program Penanggulangan 

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara? 

Pemberian bantuan yang kami berikan berdasarkan program yang 

telah ditetapkan bersama yaitu kami memberikan beasiswa kepada 

siswa yang memang tidak mampu dengan menunjukkan keterangan 
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dari kelurahan/ desa. Untuk pemberian beasiswa kepada yang tidak 

mampu itu 75%. Kami juga memberikan bantuan tidak langsung dan 

langsung kepada masyarakat.  

Dampaknya ke masyarakat tentunya sangat membantu. Walaupun 

jumlahnya tidak begitu besar, tetapi ketika orang membutuhkan orang 

akan merasa puas. Iya setiap tahun kami anggarkan, ini masuk di 

dalam pelayanan dasar. Diarahkan untuk pendidikan, Kesehatan dan 

bansos. Ini luar bisa dapat membantu mengentaskan kemiskinan 

 

5. Bagaimana Bentuk evaluasi yang dilakukan? 

Kalau untuk penilaian kinerja secara keseluruhan itu tidak ada, tetapi 

kalau untuk di Dinas kami tentu ada. Tetapi untuk yang tergabung 

dalam TKPD itu saat ini tidak ada penilaian kinerja. 

 

6. Bagaimana bentuk output yang dihasilkan dari program 

penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Utara? 

Untuk besaran anggaran yang di berikan, bagi jalur prestasi ada juga 
30%. Kemudian yang dikesehatan juga ada yaitu pemberian 
pengobatan diluar kaltara, seperti rawat inap, biaya pendampingan dan 
transport. Itu sudah ada anggaran yang kita siapkan. Dan sudah 
berjalan beberapa tahun. Yang penting menunjukkan surat keterangan 
tidak mampu, itu juga kita bantu. Itu juga kita sandingkan dengan 
BAZNAS mana. Mungkin hari ini kita tidak memiliki keuangan tetapi bisa 
di bantu dulu oleh BAZNAS. Jadi memang kami bekerjasama dengan 
BAZNAS. Karena hal seperti itu kita menyiapkan uang. Ada juga 
bantuan yang tidak langsung (yang terkena bencana) seperti 
kebakaran. Bantuan uang, kalau memang kerusakannya parah yaitu 
sampai 10 juta yang terdampak 3-5 juta. 
Melalui beasiswa yang kami sediakan tentunya membantu dalam 
mengurangi angka anak-anak putus sekolah. Hal itu tentu dapat 
menekan angka kemiskinan diman, ketika anak-anak bersekolah 
dengan baik. Kedepannya mereka akan menemukan pekerjaan yang 
lebih baik lagi.  
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Staff Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 

 

1. Jelaskan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam 

proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 

masing-masing pada setiap program? 

Keterlibatan Dinas Sosial dalam rangka penanganan kemiskinan 

sebenarnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang 

layak menerima, itu dalam bentuk usaha ekonomi produksi. Jadi, untuk 

mendukung usaha yang sudah mereka jalankan, kami memberikan 

suntikan dana, memang ada 2 yaitu dalam bentuk kelompok-kelompok 

usaha bersama, ada yang dalam usaha ekonomi produktif dalam 

bentuk individu. Yang individu sasarannya yang sudah memiliki usaha 

yang di buktikan dengan surat keterangan kepala desa/rt dimana usaha 

sudah berjalan selama 6 bulan. Itu yang kami berikan bantuan, dalam 

pengentasan kemiskinan atau keterlibatan didalam Dinas Sosial. 

 

2. Jelaskan bagaimana dampak yang dihasilkan dari program 

penanggulangan kemiskinan ? 

Program yang ada pada kami, untuk pemberian bantuannya kami 

berikan dalam bentuk uang, tetapi kami meberikan melalui via transfer 

kepada rekening yang bersangkutan. Jadi mereka yang belanjakan 

berdasarkan rancangan anggaran biaya. Karena keluarga penerima 

manfaat yang lebih tau, mereka mau mengajukan apa. Bukan kita yang 

dari Dinas Sosial mengatur mereka. Itulah yang dimasukkan dalam 

RAB, mereka menghitung totalnya berapa. Biasa yang keluar itu 

perorang 5 juta, tetapi kalau mereka mengajukan 1 juta samapi 1,7 juta. 

Kita tidak bisa memaksa mereka, kalau memang mereka butuh 3 juta 

itulah yang kami berikan. Program ini juga berkesinambungan dan 

sudah disiapkan. 

Mereka sangat bersyukur bisa membantu usaha mereka. Melalui dana 

itu ada manfaatnya bagi mereka dalam menjalankan usaha mereka. 
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Untuk pemberian bantuan Mereka yang membuat proposal, nanti di 

dalam proposal itu ada namanya Rancangan Anggaran Biaya. Untuk 

yang individu memang perorang, jadi 1 KK yang diberikan, dalam arti 

bahwa bukan didalam KK ada 5 orang diberikan semua tetapi hanya 1 

orang saja. Kalau kelompok usaha bersama itu per lima orang atau 5 

kepala keluarga. Jadi itu yang kami berikan bantuan dalam bentuk 

kelompok usaha bersama, nanti mereka yang mengajukan. Kami beri 

bantuan, usahanya mereka kerjakan secara bersama-sama untuk 

kemajuan mereka sendri. Kami tidak bisa mengintervensi mereka. Jadi 

kalau saya melihat di Kalimantan Utara ini, harus menyesuaikan 

dengan kondisi dan tempatnya. 

 

3. Seperti apa jenis bantuan yang di berikan? 

Kalau dalam Pergub 49 memang tercantum besaran bantuan sosial itu 

25 juta perkelompok. Cuman selama ini orang jarang mengajukan 25 

juta, karena kita sudah tau kalau mereka mau berternak ayam 

membutuhkan dana sekitar 20 juta. Jadi mereka mengajukan dan 

prosesnya sangat panjang. Kami tidak langsung menyetujui tetapi 

melewati beberapa tahapan. Untuk yang kelompok minimal 

pembelanjaannya 70% bibitnya 30% bantuan untuk perbaikan 

kandang, sisa untuk swakelola. 

  



 
 

269 

Kabid PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Kalimantan Utara 

 

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab dari TKPKD? 

Kalau pemimpin kami, pak gubernur tentunya dan sudah pasti 

mendukung itu ya, kemudian pak gubernur juga sebagaimana menjadi 

penanggung jawab TKPKD di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi 

penanggulangan kemiskinan ini bukan hanya pemimpin tapi semua 

elemen turut berperan supaya di Kalimantan Utara penduduk miskin 

dapat menurun atau berkurang, begitu. 
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Sekretariat TKPKD 

 

1. Bagaimana bentuk proses kolaborasi yang terjalin antar 

stakeholder? 

Dari kami TKPKD bersama gubernur telah berupaya untuk 

melaksanakannya kerjasama terkait, akan tetapi sampai saat ini 

integrasi masih dalam proses perbaikan terutama terkait kerjasama 

lintas instansi atau dinas, kami belum punya satu program khusus yang 

dapat menaungi kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan 

di Provinsi Kalimantan Utara. Program-program yang dilaksanakan 

masih bersifat masing-masing misalnya dinas A punya program sendiri 

dan dinas B juga sama. Maka dari itu kami rasa masih perlu di 

kembangkan terkait tantangan ini agar program penintasan kemiskinan 

bisa lebih maksimal 
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